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BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk

mewujudkan sinergitas dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam
mendukung pelaksaan pembangunan daerah;

. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

menjadi pedoman penyusunan rancangan kebijakan
umum perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah;

. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2023 perlu dilakukan
penyesuaian dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana
Tahun Anggaran 2023.

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);



. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang,
Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten
Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk
Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4245);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2023;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Beita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 21 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2009
Nomor 43);

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Kaimana 2012-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kaimana Tahun 2014 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 10 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kaimana 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);



Menetapkan

17.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana
Nomor 24);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun
2023 Nomor 52);

20.Peraturan Bupati Kaimana Nomor 13B Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
(Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor
351B);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah
perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah perubahan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.



10.

11.

(1)

(2)

(3)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya
disebut P-KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disebut P-PPAS adalah perubahan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja
Perangkat Daerah.

Daerah adalah Kabupaten Kaimana.

Bupati adalah Bupati Kaimana.

Pemerintah  Daerah adalah  Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2023 menjadi

dasar:

a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun P-KUA
Tahun 2023;

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun P-PPAS
Tahun Anggaran 2023 yang akan digunakan sebagai dasar
penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten
Kaimana Tahun Anggaran 2023; dan

c. Rancangan akhir perubahan renja perangkat daerah tahun
2023.

P-KUA dan P-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dan huruf b sebagai dasar menyusun perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023.

Penyusunan Rancangan akhir perubahan renja perangkat

daerah tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

¢ merupakan proses penyempurnaan Rancangan akhir

perubahan renja perangkat daerah tahun 2023.



Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 disusun dengan sistematika:

a. BABI : Pendahuluan;

b. BABII : Evaluasi Hasil Pembangunan Tahun 2023;

c. BABIII : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan
Keuangan Daerah;

d. BABIV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

e. BABV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah; dan

f. BAB VI : Penutup.

(2) Rincian sistematika Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 14 September 2023

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 14 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023 NOMOR 422

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA IAN HUK

SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001



